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KATA PENGANTAR 
 

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Komunikasi  dan Informatika Kota Bandung. Alhamdulillah berkat 

rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyusun Rencana Strategis 

Perubahan (Renstra Perubahan ) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 

2024-2026. 

Buku Rencana Strategis Perubahan ini diharapkan dapat menjadi 

acuan atau pedoman untuk 2 tahun ke depan sebagai pedoman Pj. Wali Kota 

Bandung sehingga bukan hanya meningkatkan pelayanan  kepada 

masyarakat tetapi juga dapat berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung 

jawab serta untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. 

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu 

didalam implementasinya diharapkan bukan hanya mengacu kepada 

rencana tahunan ini, tetapi juga  mampu berkembang sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat. 

 

                    Bandung,     21 Januari 2025 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

  

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dibentuk 

berdasarkan Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

 

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 

memiliki tugas pokok yaitu membantu Wali Kota dalam 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan 

Bidang Statistik. Dalam rangka melaksanakan  tugas pokok tersebut, 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menyusun Rencana 

Strategis Perangkat Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Bandung tahun 2024-2026 yang beriringan dengan penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang akan 

digunakan Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-

2026. 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berorientasi kepada 
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hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan tiga 

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 

atau yang mungkin timbul untuk periode tiga tahun ke depan. Fungsi 

Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi PD dalam pembangunan daerah yang memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebelum terpilihnya wali kota 

baru yang definitif.  

 

1.2 LANDASAN  HUKUM 

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung adalah : 

1.2.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679). 

1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

1.2.3 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;  

1.2.4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; 

1.2.5 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 tahun 

2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 
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Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada 

Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.3  MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Stategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 3 tahun yang 

ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 3 tahun dengan maksud 

memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian 

program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah. 

      Adapun Tujuan penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika 

adalah:  

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam 3 tahun yang tersusun dalam 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung (RPD 2024-2026). 

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan 

program/kegiatan selama 3 tahun oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru 

sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- 

langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan 

kewenangannnya. 

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  

 Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan sebagai 

berikut; 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

 1.3 Maksud dan Tujuan 

 1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI 

DAN INFORMATIKA 

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

 3.2 Telahaan Renstra K/L dan Renstra 

 3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN 

  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas 

Komunikasi dan Informatika  

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

INDIKATIF 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

  

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

         Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.  

 

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu; 

berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam menyelenggarakan 

tugas dan kewajiban tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika, 

Persandian dan statistik; 

2. Pelaksanakan kebijakan lingkup, Komunikasi dan Informatika, 

Persandian dan statistik; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan 

informatika,  Persandian dan statistik; 
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4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan 

informatika, persandian dan statistik; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi 

dan Informatka dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan 

tugasnya dibantu oleh : 

Sekretaris, membawahi: 

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub. Bagian Keuangan 

3. Kelompok Substansi program 

Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi : 

1. Kelompok Substansi Perencanaan Kebijakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

2. Kelompok Subtansi Evaluasi Teknologi Informasi dan 

Komunkasi;  

3. Kelompok Subtansi Pengembangan Sumberdaya Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

Bidang Infrastruktur TIK membawahi: 

1. Kelompok Subtansi Interkoneksi dan Jaringan; 

2. Kelompok Subtansi Manajemen Perangkat keras TIK 

3. Kelompok Subtansi Infrastruktur TIK untuk Publik 

 

Bidang Diseminasi Informasi 

1. Kelompok Subtansi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi 

2. Kelompok Subtansi Keterbukaan Informasi Publik 

3. Kelompok Subtansi Kemitraan Informasi Masyarakat 

Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan 

Informasi membawahi: 
1. Kelompok Subtansi Pengelolaan Aplikasi; 
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2. Kelompok Subtansi Integrasi Sistem Informasi; dan 

3. Kelompok Subtansi Persandian dan Keamanan Sistem 

Informasi 

Bidang Data dan Statistik, membawahi: 
1. Kelompok Subtansi Survey dan Akuisisi Data; 

2. Kelompok Subtansi Pengolahan dan Analisa Data; 

3. Kelompok Subtansi Publikasi dan Data Terbuka 

UPT Radio Sonata 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat 

dilihat pada gambar 1 di bawah. 

 

Gambar 1. Gambar Eselonering Pagawai Diskominfo 
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 Jumlah Personil Susunan  

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan 

Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada 

Tahun 2024 memiliki jumlah sebanyak 79 orang PNS, terdiri dari; 

- Eselon II b sebanyak 1 orang; 

- Eseleon III a sebanyak 1 orang; 

- Eselon III b sebanyak 5 orang; 

- Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 orang 

dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, 

fungisional umum 34 orang serta fungsional tertentu sebanyak 

15 orang. 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
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2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

  2.2.1 Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang 

dimiliki mencakup; 

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika 

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 

2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 

memiliki pegawai sebanyak 77 orang dengan  69 orang 

Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja. Dari jumlah pegawai sebanyak 

79 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) 

sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 

orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, 

Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 

orang dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) 

sebanyak 1 orang, fungisional umum 34 orang serta 

fungsional tertentu sebanyak 15 orang. 

 
Tabel 1. 

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 
 

Eselon Jumlah Persentase 

II.b 1 1% 

III.a 1 1% 

III.b 5 7% 

IV.a 3 4% 

IV.b 1 1% 

Fungsional Umum 32 42% 

Fungsional Tertentu 34 44% 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 

berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2. 

 
Tabel 2. 

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan 

Pendidikan Akhir Jumlah Persentase 

SLTA 4 5% 

D3 4 5% 

S1 46 60% 

S2 23 30% 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 

 

Gambar 2. 

Grafik Berdasarkan Pendidikan 
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Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung yang memiliki pendidikan S2 

sebanyak 23 orang (29%), yang memiliki pendidikan S1 

sebanyak 46 orang (56%), yang memiliki D3 sebanyak 5 

orang (6%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 3 

orang (4%),  

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap 

jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya 

yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat 

apakah sudah diperlukan penambahan SDM, 

peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek 

yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung. 

 

2.2.2 Sumber daya sarana dan prasarana. 

Penunjang lainnya berupa aset yang dimiliki Dinas 

Komunikasi dan informatika  (komputer, kendaraan bermotor 

roda dua dan empat dan lain-lain), dapat dilihat pada tabel 

1.3. 

 

Tabel 1.3 

Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

 

No Nama Barang Jumlah 

1 Kendaraan dinas dan jabatan 26 

2  Alat Kantor dan rumah  (meja, kursi, lemari dll) 396 

3 
Alat studio dan alat komunikasi (kamera, 
proyektor, telephon dll) 

58 

4 Alat-alat lainnya (CCTV, generator set dll) 166 
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 JUMLAH 646 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

          2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  

 

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, 

mengacu pada RJD Kota Bandung 2024-2026 dan Indikator 

Kinerja Kunci  (PP 6/2008), untuk melihat capaian kinerja 

pelayanan dapat di lihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;  
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Tabel 2.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Bandung  

 
 

NO 

Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi PD 

Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra PD Tahun   Realisasi Capaian Tahun ke-  Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2018 2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 2018 2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 

 

2018 

 

2019 2020 2021 

 

2022 

 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11) 

(12) (13) (14) (15) (16) 
(17) 

(18) (19) (20) (21) (22) 
 

(23) 

1 Indeks 
Pemerintahan 

Berbasis 
Elektonik (SPBE) 

 

   2,9 3,0 3,01 3,25 3,30 3,35 2,9 3,11 
 

3,78 
3,19 3,61 3,98 

 

100% 

 

104% 

 

 

 

125,59% 98,16% 

 

 

 

109,09

% 

 

 

118,81

% 

2 Jumlah data 
yang 

disampaikan 

kepada 
masyarakat 

secara terbuka 

   35,00% 35% 

 

 

 

45% 55% 65% 75% 

 

 

 

35,00 38,16 45,23 55,12% 63,25 75% 

 

 

100% 

 

 

109% 

 

 

100,52% 

100% 
97,31

% 

 

 

 

100% 

3 Jumlah 
perangkat 

daerah yang 

menggunakan 
persandian yang 

terkendali 

   33,33% 46,87% 

 

 

 

62,50% 78,12% 93,75% 100% 

 

 

 

33,33% 46,87% 62,50% 78,12% 89,06 100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 100% 
95,00

% 

 

 

 

100% 

4 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
   73 76 79 82 85 88,31 73 79,94 84,72 85,19 85,53 910791,07 100% 105% 

107,24% 
104% 

100,62

% 

 

103,13 

5 Persentase 
interkoneksi 

pengembangan 

infrastruktur TIK 
yang berfungsi 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA NA NA 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% NA NA NA 

6 Persentase 

layanan 
informasi 

melalui media 
kepada 

masyarakat 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA NA NA 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% NA NA NA 

7 Cakupan 
layanan 

informasi 

masyarakat 

   60,00 60,00 70,00 NA NA NA 60,00 61,04 70,13 NA NA NA 

 

 

100% 

 

 

101,74% 

 

 

100,19% NA NA NA 

8 Persentase 

dokumen hasil 

kajian yang 
digunakan 

dalam rumusan 
kebijakan yang 

diimplementasik

an 

   50,00 50,00 55,00% NA NA NA 50,00 50,00 57,90 NA NA NA 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

105,28% 

NA NA NA 
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NO 

Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 

Fungsi PD 

Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra PD Tahun   Realisasi Capaian Tahun ke-  Rasio Capaian pada Tahun ke- 

2018 2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 2018 2019 

 

2020 2021 

 

2022 

 

2023 

 

2018 

 

2019 2020 2021 

 

2022 

 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11) 

(12) (13) (14) (15) (16) 
(17) 

(18) (19) (20) (21) (22) 
 

(23) 

9 Website Milik 

Pemerintah Kota 
Bandung 

   Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 100% 100% 

10 Cakupan 
pengembangan 

dan 
pemberdayaan 

Kelompok 

Informasi 
Masyarakat 

(KIM) di tingkat 
kecamatan (%) 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

100& 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 100% 100% 

11 Tersedianya 

sistem data dan 
statistik yang 

terintegrasi 

   Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada NA 

 

 

NA 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 100% 100% 

12 Persentase data 
informasi yang 

berkualitas 

   35,00 35 
 

45 
NA NA NA 

 

35,00 
38,16 45,23 NA NA 

 

 

75% 

 

 

100% 

 

 

109% 

 

 

100,52% 

NA 

 

 

75% 

 

 

100% 

 
13 

Cakupan 
aplikasi layanan 

publik dan tata 

kelola 
pemerintahan 

berbasis e-
government 

   36,00 36,00 40,00 NA NA NA 36,00 36,65 40,20 NA NA 

 

 

 

 

NA 

 

100% 101,81% 100,50% NA 

 

 

 

 

NA 

 

100% 

14 Cakupan 

persentase 
pengelolaan 

persandian dan 

aplikasi yang 
terkendali dan 

aman 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

NA 

100% 
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Tabel 2.3 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Bandung 

 Tahun 2023 
 

 

Uraian ***) 
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (!0) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

                  

PENDAPATAN  2.070.000.000 2.185.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 2.481.700.000 2.269.316.840 1.471.345.000 587.880.000 3.072.765.000 1.647.145.000 109,63% 67,34% 24,50% 128,03% 66,37%  66,81% 

                  

                  

                  

BELANJA DAERAH                  

Belanja tidak 
langsung 

                 

- Belanja pegawai 15.988.323.455,56 13.548.983.900 - - - 14.899.013.029 12.239.722.772 - - - 93,19% 90,34% - -   
93,53

% 

Belanja langsung                  

- Belanja pegawai - - 12.234.792.073 16.390.499.961 

18.242.699.945 

 

- - 11.298.168.005 15.450.512.699 

14.722.083.629  

 

- - 92,34% 94,27% 

80,70  

 

 
74,43

% 

- Belanja barang dan 
jasa 

20.818.651.540,24 19.322.899.960 31.529.611.746 27.722.293.020 

28.059.117.437  

 

19.023.843.506 16.718.599.277 28.049.830.542 26.069.394.115 

27.563.025.853  

 

91,38% 86,52% 88,96% 94.04% 

98,23  

 

 
83,59

% 

- Belanja modal 2.891.202.352,76 733.909.500 1.656.724.705 3.256.697.242.000 

1.339.413.716  

 

2.828.236.500 252.131.000 1.388.183.019 2.885.342.613 

1.334.051.348  

 

97,83% 34,35% 83,79 94,39% 99,60  
77,97

% 

Total 39.698.177.348,56 33.605.793.360 45.421.128.524 47.369.490.223 

47.641.231.098  

 

36.751.093.035 29.210.453.049 40.736.181.566 44.599.053.873 

43.619.160.830  

 

92,58% 
86,92

% 
89,69% 94,15 

91,56  

 

 
85,86

% 

 

 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Komunikasi dan Informatika  

 

Tantangan  eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan 

Informatika, yaitu; 

a. Pelaksanaan Bandung Smart City secara eksternal belum 

didukung maksimal; 

b. Belum semua kinerja pelayanan publik sesuai harapan; 

c. Standarisasi aplikasi integrasi belum dilaksanakan; 

d. Tingkat literasi internet belum merata;  

e. Belum optimalnya keamanan data; 

f. Kemampuan Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan. 

 

       Sedangkan peluang eksternal yang dimiliki Dinas Komunikasi 

dan Informatika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya, yaitu; 

a. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik; 

b. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat; 

c. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan 

pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat;   

d. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot 

Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka 

pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot 

Bandung; 

e. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah 

pusat dan Instansi Pemerintah lain; 

f. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta 

masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja 

pada era globalisasi; 

g. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam penyelenggaraan 

program dan kegiatan. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS PD 

  

 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

         Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini 

khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika, yaitu; 

a. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi Bidang Kominfo, 

Persandian dan Statistik; 

b. Belum optimalnya tim terkait pengembangan Smart City; 

c. Masih rendahnya pemahaman aplikasi dan pengamanan 

data/informasi; 

d. Belum meratanya jangkauan infrastruktur TIK; 

e. Pemahaman keamanan data belum menjadi prioritas; 

f. Tata kelola TIK masih perlu ditingkatkan 

g. Aplikasi belum terintegrasi. 

h. Belum terbentuknya pusat data. 
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3.2 Telahaan Renstra K/L dan Renstra 

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2020—2024, ini disusun dengan mengacu 

pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. 

 

Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—

2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara 

lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) 

tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan 

penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di 

seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan 

transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat 

dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat 

transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi 

publik. 

 

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang 

Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi 

dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden 

dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat 

Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 

B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan 

teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra 

Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo 
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akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas 

dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk 

mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: 

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian 

berlandaskan GotongRoyong.” Pada pelaksanaannya, pencapaian 

visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang 

disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi 

dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

 

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung 

pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 

tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo 

akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 

2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:  

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis 

yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil 

Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan negara;  

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada 

Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas 

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;  

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang 

pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan 

kelembagaan; dan  
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4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

 

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Sesuai 

dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika 

yaitu menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK 

nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya 

saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, 

penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah 

dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan 

kemandirian bangsa. 

 

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo 

Provinsi Jawa Barat adalah Dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, meliputi komunikasi, informatika, persandian dan 

statistik sektoral berdasarkan asas otonomi, yang menjadi 

kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi 

dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

 

Dengan semangat itu, maka Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk 

periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir 

Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Rumusan visi tersebut 

didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi 

ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan 
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pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan 

pada akhlak mulia. 

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan 

relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala 

Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu 

diaktualisasikan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Untuk 

mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai 

berikut : 

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa; 

2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan 

Produktif; 

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan 

berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan; 

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi 

Umat Yang Sejahtera dan Adil; 

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan 

Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. 

 

3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

 

3.3.1 Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya 

malaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung 

berkaitan dengan telahaan RTRW. 

3.3.2 Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas 

Komunikasi dan Informatika dalam upaya malaksanakan 
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program dan kegiatan juga tidak secara langsung berkaitan 

dengan telahaan KLHS. 

 

3.4  Penentuan Isu-isu Strategis 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan 

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis 

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat 

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang 

dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara 

lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa 

mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi 

pengguna layanan. 

 

 Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan 

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke 

dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan 

tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi 

perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya 

yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan isu-

isu strategis ditingkat kota. 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam urusan 

kominfo, statistik dan persandian di Kota Bandung dapat 

diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Isu Strategis dalam Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian di Kota Bandung 

 

 

NO URUSAN ISU STRATEGIS 

1 KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA 

1. Mengoptimalkan pengembangan dan integrasi 

aplikasi, karena dari 294 aplikasi baru 86 

aplikasi yang sudah terintegrasi dengan server 

dari Diskominfo, meskipun tidak semua 

aplikasi harus diintegrasikan sebanyak 174 

aplikasi sehingga masih 120 apliaksi lagi  

menjadi tantangan ke depan untuk dapat 

mengintegrasikan semua aplikasi yang ada 

untuk menuju smart city level “smart”. 

2. Meningkatkan sosialisasi program kinerja 

pemerintah, karena sampai saat ini masih 

banyak informasi yang menyesatkan (hoaks) 

karena masih rendahnya budaya literasi di 

masyarakat. 

2 URUSAN 

STATISTIK 

Mengoptimalkan system informasi pengumpulan 

dan pengolahan data serta Big Data Analitycs 

untuk membantu proses pengambilan kebijakan 

berdasarkan data. 

 

3 URUSAN 

PERSANDIAN 

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi 

sumber daya terkait tata kelola urusan 

persandian yang memadai (terutama SDM dan 

peralatan); 
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2. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan 

urusan persandian sejalan dengan 

implementasi SPBE yang semakin meningkat, 

maka harus diimbangi oleh pengelolaan yang 

semakin profesional. 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN 

  

 

 

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Bandung 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya memiliki peran dan strategis dalam 

urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik dan 

urusan persandian. dalam kerangka pencapaian dalam RPD 

Kota Bandung Tahun 2024-2026.  

 

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026, dapat dilihat 

sebagai berikut; 
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Tabel 4.1 
 

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN 
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026 

(Sebelum Perubahan) 
 

NO TUJUAN (RPD) INDIKATOR 

(RPD) 

SASARAN 

(RPD) 

INDIKATOR 

(RPD) 

TUJUAN  

(PD) 

INDIKATOR 

(PD) 

SASARAN (PD) INDIKATOR 

(PD) 

1 Terlaksananya 

reformasi 

birokrasi yang 

efektif dan 

efisien 

 

Level 

Kematangan 

Smart City 

 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja 

birokrasi 

 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE)  

Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja 

birokrasi 

 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

Meningkatnya tata 

kelola 

pemerintahan 

berbasis e-

government 

 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

       Meningkatnya 

Kinerja dan 

Pelayanan 

Diskominfo 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat PD 

          Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

 
 

Tabel 4.2 
 

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN 
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026 

(Setelah Perubahan) 
 

NO TUJUAN (RPD) INDIKATOR 

(RPD) 

SASARAN 

(RPD) 

INDIKATOR 

(RPD) 

TUJUAN  

(PD) 

INDIKATOR 

(PD) 

SASARAN (PD) INDIKATOR 

(PD) 

1 Terwujudnya 

Reformasi 

Birokrasi yang 

Kapabel, Bersih 

dan Akuntabel 

 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

 

Terwujudnya 

Reformasi 

Birokrasi yang 

Kapabel, Bersih 

dan Akuntabel 

 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

 

Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja 

birokrasi 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik  

Meningkatnya tata 

kelola 

pemerintahan 

berbasis e-

government 

 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) Lingkup 

Kewenangan 
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 Diskominfo 

       Meningkatnya 

Kinerja dan 

Pelayanan 

Diskominfo 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat PD 

          Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

 
 

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung yang mendukung 

pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung 

Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Diskominfo, seperti yang tergambarkan pada table berikut : 

 

Tabel 4.3 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISKOMINFO KOTA BANDUNG 

TAHUN 20124-2026 

 

 
 

NO 
 

SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI PENGUKURAN KETERANGAN 

1 Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

berbasis e-
government 

 

Indeks Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 

 

Level Pematangan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 
Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik.  

 

IKU 

2 Meningkatnya Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkn hasil survey kepada masyarakat terhadap IKU 
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dan Pelayanan 

Diskominfo 

PD pelayanan Diskominfo 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Diskominfo Kota Bandung tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang 

ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan 

oleh Diskominfo Kota Bandung setiap tahunnya dalam periode 3 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan 

sasaran Diskominfo Kota Bandung tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini : 

  
 

Tabel 4.4 

TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026 

(Sebelum Perubahan) 

 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 

Realisasi Kinerja pada 

awal Periode 

RPD 

(2023) 

TARGET KINERJA SASARAN  

PADA TAHUN  

 

2022 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) 
  

(5) (8) (9) (10) 

1 

 
Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja birokrasi 

 

 

 
Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 
3,61 3,35 

Sangat Baik 

(3,50) 

Sangat baik 

(3,70) 

Sangat Baik 

(4,00) 
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Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 
berbasis e-government 

 

Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

 
 

3,61 3,35 
Sangat Baik 

(3,50) 
Sangat baik 

(3,70) 
Sangat Baik 

(4,00) 

 

  
Meningkatnya Kinerja 

dan Pelayanan 

Diskominfo 
 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat PD 
85,53 88,31 88,40 88,50 88,60 

    Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Tabel 4.5 

TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026 

(Setelah Perubahan) 

 

NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

Realisasi TARGET KINERJA 

SASARAN  
PADA TAHUN  

 

2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) 
  

(9) (10) 
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1 

 

Terwujudnya 
peningkatan 

kapasitas 
dan 

akuntabilitas 

kinerja 
birokrasi 

 

 

 

Indeks Sistem 
Pemerintahan 

Berbasis 
Elektronik (SPBE)  3,98 

 

 
 

 
4,59  4,77 4,77 

  

Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

berbasis e-
government 

 

Indeks Sistem 
Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik (SPBE) 
Lingkup 

Kewenangan 
Diskominfo  

3,98 

 
 

 

4,59  4,77 4,77 

 

  

Meningkatnya 

Kinerja dan 
Pelayanan 

Diskominfo 
 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat PD 
91,07 

 

 

 
95,89 88,50 88,60 

    Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
  

 

1.1 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Untuk merumuskan strategi Perangkat Daerah dengan 

menggunakan alat bantu yaitu analisis Logic Model atau Model 

Logika sebagaimana yang dirumuskan dalam strategi 

pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2024-2026. 

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau 

proyek singkat, format yang visual. Logic model ini menjelaskan 

tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Logic 

model   adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan 

antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan 

masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan 

terdampak.  

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, 

pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk 

monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. 

Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat 

menyelaraskan dengan  kegiatan, sumber daya, output pada 

urusan teknis atau Perangkat Daerah.  

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab 

akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana 

aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model 

dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 



 
 

Rencana Strategis 2024-2026_Perubahan   41 
 

Gambar 5.1 
Logic Model 

 

 

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan 

pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo. Dalam 

mengemban tugas dan kewenangannya, Diskominfo harus memiliki 

acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor 

yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik 

oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan 

strategi yang tepat menjadi sangat penting. 

Pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo yang 

dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin 

dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal 

dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon 

terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari 

seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun 

harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota 

Bandung secara keseluruhan.  
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Gambar 5.2 

Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel
IK: Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Penataan tata laksana

IK: 1. Indeks SPBE, 

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel

• IK: Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN  D AN  SASARAN

ISU 2 Indikator
Makro

Indikator
Kinerja 

Pemerintah
Daerah

Indikator
Akuntabilit

as
Perangkat

Daerah

Sasaran Strategis Renstra :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government

Indiikator Strategis Sasaran :
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran Strategis Renstra :
Meningkatnya Kinerja dan 
Pelayanan PD

Indiikator Strategis Sasaran :
Indeks Kepuasan Masyarakat

Program :
1. Program Pengelolaan
Komunikasi dan Informasi Publik

Program :
2. Program Pengelolaan Aplikasi
Informatika

Program :
3. Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Program :
4. Program Penyelenggaraan Persandian
Untuk Keamanan Informasi

Program :
1. Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Koya

Kegiatan :
Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan :
Pengelolaan e-Government di 

Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik

Sektoral di Lingkup Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Kegiatan :
Penyelenggaraan Penyelenggaraan

Persandian Untuk Pengemanan

Infornasi Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
1. dst…

Sub Kegiatan :
1.dst.

Sub Kegiatan :
1.dst.

Sub Kegiatan :
1.dst. Sub Kegiatan :

1.dst.
Sub Kegiatan :
1.dst.
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Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran dan Strategi Diskominfo Kota Bandung 

 

Visi:  Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis 

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efesien dan 

bersih  

No Tujuan Sasaran Indikator 

Kinerja 

Strategi 

1 Terlaksananya 

Reformasi 

Birokrasi yang 

efektif dan efesien 

Meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi 

Prosentase 
Perangkat 

Daerah 

dengan IKM 
yang baik 

Meningkatkan 
profesionalisme SDM 

aparatur 

   Nilai evaluasi 

AKIP kota 

Meningkatkan integritas 

aparatur sebagai 
pelayan masyarakat 

   Nilai LPPD 

Kota 

Meningkatkan kapasitas 

manajemen pengawasan 

   Opini BPK 

terhadap 
Laporan 

Keuangan 
Daerah 

Penguatan kelembagaan 

tepat ukuran dan tepat 
fungsi 

   Level 

Kematangan 

Smart City 
Kota 

Bandung 

Meningkatkan kualitas 

peraturan perundang-

undangan 

    Meningkatkan kinerja 
instansi pemerintah  

    Meningkatkan 

ketatalaksanaan yang 

efektif dan efisien 

    Meningkatkan 
manajemen 

penyelenggaraan 
pelayanan publik yang 

berkualitas 

 

1 

Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja 

birokrasi 

 

Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan berbasis 

e-government 
 

Indeks Domain 

Kebijakan dan 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

 

1. Peningkatan leveling 
Bandung Smart City 

2. Mempercepat 

pelaksanaan 
integrasi aplikasi 

pada perangkat 
daerah   

3. Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 
Komunikasi dalam 

pelayanan publik 
melalui internet dan 

jaringan 



 
 

Rencana Strategis 2024-2026_Perubahan   44 
 

4. Pemanfaatan BCC 

sebagai kebijakan 
pimpinan 

5. Peningkatan literasi 
internet 

6. Peningkatan 

perencanaan TIK 
7. Peningkatan dan 

pemerataan 
Jaringan 

insfrastruktur setiap 

pengguna  
8. Penambahan 

kapasitas bandwidth 

 

2  
Meningkatnya Kinerja 

dan Pelayanan 

Diskominfo 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 
PD 

1. Peningkatkan 

pelayanan keterbukaan 
informasi kepada 

masyarakat melalui  
kelompok masyarakat, 

PPID dan media 

lainnya. 
2.Pemanfaatan layanan 

pengaduan Online 
LAPOR 

3. Peningkatan 

standard kompetensi 
SDM sesuai dengan 

bidangnya 

 

 

Keterangan: 

 Strategi Pemerintah Kota Bandung 

 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 

5.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2024-2026, maka 

Diskominfo Kota Bandung menetapkan arah kebijakan dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut;  
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Tabel 5.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kota Bandung 

 

Visi:  Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis 

Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih dan 

melayani 

No Tujuan Sasaran Indikator 

Kinerja 

Strategi Arah 

Kebijakan  

1 Terlaksanany

a Reformasi 

Birokrasi 

yang efektif 

dan efesien 

Meningkatn

ya 

kapasitas 

dan 

akuntabilita

s kinerja 

birokrasi 

Prosentase 

Perangkat 

Daerah dengan 
IKM yang baik 

Meningkatkan 

profesionalisme 

SDM aparatur 

Melaksanakan 
reformasi birokrasi 
melalui pemanfaatan 

teknologi informasi 
dan 
mengembangkan 

kebijakan 
pengelolaan 
pemerintahan yang 

efektif dan efisien 

 

   Nilai evaluasi 

AKIP kota 

Meningkatkan 

integritas aparatur 
sebagai pelayan 

masyarakat 

 

   Nilai LPPD 

Kota 

Meningkatkan 

kapasitas 
manajemen 

pengawasan 

 

   Opini BPK 
terhadap 

Laporan 

Keuangan 
Daerah 

Penguatan 
kelembagaan tepat 

ukuran dan tepat 

fungsi 

 

   Level 

Kematangan 
Smart City 

Kota Bandung 

Meningkatkan 

kualitas peraturan 
perundang-

undangan 

 

    Meningkatkan 

kinerja instansi 
pemerintah  

 

    Meningkatkan 

ketatalaksanaan 
yang efektif dan 

efisien 

 

    Meningkatkan 

manajemen 
penyelenggaraan 

pelayanan publik 
yang berkualitas 

 

 

1 

Terwujudnya 

peningkatan 
kapasitas 

dan 

Meningkatn

ya tata 
kelola 

pemerintah

Indeks Domain 

Kebijakan dan 
Tata Kelola 

Pemerintahan 

1. Peningkatan 

leveling 
Bandung Smart 

City 

1.Integrasi 

pelayanan di 
seluruh instansi 

melalui integrasi 
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akuntabilitas 

kinerja 
birokrasi 

 

an berbasis 

e-
government 

 

Berbasis 

Elektronik 
(smart city) 

 

2. Mempercepat 

pelaksanaan 
integrasi 

aplikasi pada 
perangkat 

daerah   

1. Pemanfaatan 
Teknologi 

Informasi 
Komunikasi 

dalam 

pelayanan 
publik melalui 

internet dan 
jaringan 

2. Pemanfaatan 

BCC sebagai 
kebijakan 

pimpinan 
3. Peningkatan 

literasi internet   

4. Peningkatan 
perencanaan 

TIK 
5. Peningkatan 

dan 

pemerataan 
Jaringan 

insfrastruktur 

setiap 
pengguna  

6. Penambahan 
kapasitas 

bandwidth. 

aplikasi 

2.Membuka 
layanan 

partisipasi, 
aspirasi, dan 

pengaduan 

publik dalam 
penyelenggaraan 

Pemerintahan  
3.Mendorong 

Perangkat 

Daerah untuk 
menggunakan 

TIK 

 

    

1. Peningkatan 

pelayanan 
system open 

data 
2. Peningkatan 

wawasan 

pengelola data 
di tiap PD 

 

1. Membuat 

standar 
keamanan data 

2. Mengadakan 
diklat teknis 

bagi pengelola 

data PD 

 

  

 

 

Peningkatan 

keamanan sistem 
informasi 

 

Menghimbau 

kepada para 

perangkat daerah 

melalui surat 

edaran untuk 

menggunakan 

aplikasi keamanan 

persandian 

4 

Terwujudnya 
Peningkatan 

Kinerja dan 
Pelayanan 

Diskominfo 

Meningkatn
ya Kinerja 

dan 

Pelayanan 
Diskominfo 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat PD 

1 Peningkatkan 
pelayanan 

keterbukaan 
informasi kepada 

masyarakat 

melalui  kelompok 

Memberikan 

kesempatan SDM 

Diskominfo untuk 

meningkatkan 

kemampuan dan 
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masyarakat, PPID 

dan media lainnya. 
2.Pemanfaatan 

layanan 
pengaduan Online 

LAPOR 

3.Peningkatan 
standard 

kompetensi SDM 
sesuai dengan 

bidangnya 

 

keterampilannya 

sesuai dengan 

bidangnya 

 

 

 Strategi Pemerintah Kota Bandung 

 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN SERTA 
PENDANAAN 

  

 

 

Rencana program dan kegiatan Dinas komunikasi dan informatika 

Kota Bandung sesuai dengan pendanaan indikatif setelah ada 

pemutakhiran ke empat dari Kementerian Dalam Negeri RI, maka 

ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut : 

 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah; 

Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

       Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

a Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

c. Sub Kegiatan  Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan; 

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

g. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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a.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sum Daya Air dan 

Listrik; 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

6. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau lapangan; 

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan 

bangunan lainnya. 

 

 

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik 

a. Sub Kegiatan Relasi Media; 

b. Sub Kegiatan  Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas 

Informasi Masyarakat; 

c.  Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik; 

d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan 

Aspirasi Publik; 

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; 

f. Sub Kegiatan  Penyusunan Strategi Komunikasi Publik; 

g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten; 

h. Sub Kegiatan  Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia   

  Komunikasi Publik. 

 

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 

1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 

a. Sub Kegiatan  Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional; 

b. Sub Kegiatan  Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur 

dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah; 
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c. Sub Kegiatan  Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE; 

d. Sub Kegiatan  Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi 

Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE 

pemerintah daerah; 

e. Sub Kegiatan  Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah; 

f. Sub Kegiatan  Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan 

Kabupaten atau Kota Cerdas; 

g. Sub kegiatan  Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah 

Daerah Kab/Kota; 

h. Sub Kegiatan    Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE. 

 

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK  SEKTORAL 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota; 

a. Sub Kegiatan  Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap 

Sistem Statistik Nasional ; 

b. Sub Kegiatan  Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral; 

c. Sub Kegiatan  Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai 

dengan Prinsip Satu Data Indonesia. 

 

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika, dapat di lihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2  

di bawah ini; 
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung 

(Sebelum Perubahan) 

No. Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Kode  Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

kegiatan 

(Output) 

Data 

Capaian 

pada 

tahun awal 

perencana

an (2023) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 

Kondisi 

Kinerja Pada 

Akhir Periode 

RPJMD 

Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. Target 
 

Rp.   

1 2 3 4 5 4 5 6 11 
               

12  
13 

                  

14  
15 

                 

16  
17 18 19 20 

                                            

1 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja 

birokrasi 

Meningkatny

a tata kelola 

pemerintaha

n berbasis e-

government 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

(SPBE) 

              3,35 

Sangat 

Baik 

(3,50) 

  
  

3
9
.2

1
0
.4

2
5
.4

2
4

  

Sangat 

Baik 

(3,70) 

  
  

4
3
.1

3
1
.4

6
7
.9

6
6

  

Sangat 

Baik 

(4,00) 

  
  

4
7
.4

4
4
.6

1
4
.7

6
3

  

Sanga

t Baik 

(4,00) 

 

1
2
9
.7

8
6
.5

0
8
.1

5
3
  

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

2 16 03 

    

Program 
Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

Nilai Penerapan 
SPBE lingkup 

Aplikasi  
41,90 

 
       

36,00 

  
  
  

1
.4

0
5
.4

8
7
.0

7
2

  

37,00   
  
  

1
.5

4
6
.0

3
5
.7

7
9

  

       
38,00 

  
  
  

1
.7

0
0
.6

3
9
.3

5
7

  

       
38,00 

  
  
  

4
.6

5
2
.1

6
2
.2

0
8

  

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

      

    

  Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 
Perencanaan, 

Eveluasi dan 

Pengembangan 
25,70 

       
22,30 

  
  
  
 

6
2
3
.7

5
2
.8

0
0
  

     22,50   
  
  
 

6
8
6
.1

2
8
.0

8
0
  

       
22,80 

  
  
  
 

7
5
4
.7

4
0
.8

8
8
  

       
22,80 

  
 2

.0
6
4
.6

2
1
.7

6
8
  

    

        

      

    

  Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 
Infrastruktur 

5,8  4,50  

  
  
2
6
.3

7
5

.4
7
8
.6

9
6
  

4,50 

  
  
2
9
.0

1
3

.0
2
6
.5

6
6
  

          
4,80 

  
  
3
1
.9

1
4

.3
2
9
.2

2
2

  

          
4,80 

  
  
8
7
.3

0
2

.8
3
4
.4

8
4
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2 16 03 2.01 

  

Kegiatan 

Pengelolaan Nama 

Domain yang 

Telah ditetapkan 

Oleh Pemerintah 

Pusat dan Sub 

Domain Di 

Lingkup 
Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

/Kota 

Jumlah 

Perangkat 

Daerah yang 

terkoneksi 

jaringan 

Interkoneksi 

60 PD 60 PD 

  
  
  
  

  
  
  

  
2
3
.9

3
4
.0

0
0
.7

9
4
  

60 PD 

  
  
  
  

  
  
  

  
2
6
.3

2
7
.4

0
0
.8

7
3
  

60 PD 

  
  
  
  

  
  
  

  
2
8
.9

6
0
.1

4
0
.9

6
1
  

60 PD 

  
  
  
  

  
  
  

  
7
9
.2

2
1
.5

4
2
.6

2
8
  

    

        

2 16 03 2.01 03 

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Sistem Jaringan 

Intra Pemerintah 

Daerah 

Jumlah Sistem 

Jaingan Intra 

Pemerintah 

Daerah 

1.000 

Lokasi 

200 

Lokasi 

  
  

2
3
.9

3
4
.0

0
0
.7

9
4
  

200 

Lokasi 

  
  

2
6
.3

2
7
.4

0
0
.8

7
3
  

200 

Lokasi 

  
  

2
8
.9

6
0
.1

4
0
.9

6
1
  

1600 

lokasi 

  
  

7
9
.2

2
1
.5

4
2
.6

2
8
  

    

        

2 16 03 2.02   
Kegiatan 

Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Aplikasi 

Perangkat 

Daerah yang 

terintegrasi 

86 

Aplikasi 

90 

Aplikasi 

  
  
 4

.4
7
0

.7
1
7
.7

7
4

  

94 

Aplikasi 

  
  
 4

.9
1
7

.7
8
9
.5

5
1

  

98 

Aplikasi 

  
  
 5

.4
0
9

.5
6
8
.5

0
7

  

98 

Aplika

si 

  
1
4
.7

9
8
.0

7
5

.8
3
2
  

    

        

2 16 03 2.02 01 

Sub Kegiatan 

Penatalaksanaan 

dan Pengawasan e-

government dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/kota 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Penatalaksanaa

n dan 

Pengawasan E -

Government 

dalam 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

34 Unit 34 Unit 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
.5

4
0
.4

7
3
.6

8
8
  

34 Unit 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
.6

9
4
.5

2
1
.0

5
7
  

34 Unit 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1
.8

6
3
.9

7
3
.1

6
2
  

34 

Unit 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
5
.0

9
8
.9

6
7
.9

0
7
  

    

        

2 16 03 2.02 02 

Sub Kegiatan 

Sinkronisasi 

Pengelolaan 

Rencana Induk dan 

Anggaran 

Pemerintah 

Berbasis Elektronik 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Sinkronisasi 

Pengelolaan 

Rencana Induk 

dan Anggaran 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

5 dokumen 

1 

dokume

n 

  
  

  
  

  
 1

7
9
.7

7
0
.8

0
0
  

1 

dokume

n 

  
  

  
  

  
 1

9
7
.7

4
7
.8

8
0
  

1 

dokume

n 

  
  

  
  

  
 2

1
7
.5

2
2
.6

6
8
  

8 

Doku

men 

  
  

  
  

  
 5

9
5
.0

4
1
.3

4
8
  

    

        

2 16 03 2.02 06 

Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Data 

dan Informasi 
elektronik 

Jumlah 

Perangkat 

Daerah yang 

Menerapkan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 
Data dan 

Informasi 

Elektronik 

20 Aplikasi 
4 

Aplikasi 

  
  

  
 2

4
7
.9

5
3
.7

5
0
  

4 

Aplikasi 

  
  

  
 2

7
2
.7

4
9
.1

2
5
  

4 

Aplikasi 

  
  

  
 3

0
0
.0

2
4
.0

3
8
  

32 

Doku

men 

  
  

  
 8

2
0
.7

2
6
.9

1
3
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2 16 03 2.02 07 

Sub Kegiatan 

Pengembangan 

Aplikasi dan Proses 

Bisnis 
Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

 Jumlah Aplikasi 

dan Proses 

Bisnis 

Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik yang 

Dikembangkan 

25 Aplikasi 
5 

Aplikasi 

  
1
.1

5
7
.5

3
3
.3

2
2
  

5 

Aplikasi 

  
1
.2

7
3
.2

8
6
.6

5
4
  

5 

Aplikasi 

  
1
.4

0
0
.6

1
5
.3

2
0
  

40 

Aplika
si 

  
3
.8

3
1
.4

3
5
.2

9
6
  

    

        

2 16 03 2.02 08 
Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Penghubung 

Layanan 

Pemerintah 

Jumlah Layanan 
Publik yang 

Terhubung 

dengan Sistem 

Penghubung 

Layanan 

Pemerintah 

Daerah 

30 

Kegiatan 

6 

Kegiatan 

  
  

  
 9

0
1
.0

0
4
.2

1
4
  

6 

Kegiatan 

  
  

  
 9

9
1
.1

0
4
.6

3
5
  

6 

Kegiatan 

  
1
.0

9
0
.2

1
5
.0

9
9
  

48 

Kegiat

an 

  
2
.9

8
2
.3

2
3
.9

4
8
  

    

        

2 16 03 2.02 09 

Sub Kegiatan 

Pengembangan dan 

Pengelolaan 

Ekosistem 

Kabupaten/Kota 

Cerdas dan Kota 

Cerdas 

 Jumlah 

Dokumen 

Program Inovasi  

yang 

Diimplementasik

an Sesuai 

dengan 

Masterplan 

Smart City 

5 Dokumen 

1 

dokume

n 

  
  

1
7
0
.3

2
6
.6

4
0
  

1 

dokume

n 

  
  

1
8
7
.3

5
9
.3

0
4
  

1 

dokume

n 

  
  

2
0
6
.0

9
5
.2

3
4
  

8 

Doku

men 

  
  

5
6
3
.7

8
1
.1

7
8
  

    

        

2 16 03 2.02 10 

Sub kegiatan 

Pengembangan dan 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Pemerintah Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

Pelaksanaan 

Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Sumber Daya 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Pemerintah 

Daerah 

5 Dokumen 

1 

dokume

n 

  
  

  
  

  
  

2
7
3
.6

5
5
.3

6
0
  

1 

dokume

n 

  
  

  
  

  
  

3
0
1
.0

2
0
.8

9
6
  

1 

dokume

n 

  
  

  
  

  
  

3
3
1
.1

2
2
.9

8
6
  

8 

Doku

men 

  
  

  
  

  
  

9
0
5
.7

9
9
.2

4
2
  

    

        

2 20 02 

    

Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Data dan 

Statistik 3,90 3,30   
  
  

9
0
3
.0

9
7
.0

3
0
  

3,30   
  
  

9
9
3
.4

0
6
.7

3
3
  

3,60   

1
.0

9
2
.7

4
7
.4

0
6

  

3,60 

  
2
.9

8
9
.2

5
1
.1

6
9
  

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

2 20 02 2.01   Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah data 

yang 

disampaikan 

kepada 

masyarakat 

9.000 data 
1.000 

data 

  
  
 

9
0
3
.0

9
7
.0

3
0
  

1.000 

data 

  
  
 

9
9
3
.4

0
6
.7

3
3
  

1.000 

data 

 1
.0

9
2
.7

4
7
.4

0
6
  

12.000 

data 

 2
.9

8
9
.2

5
1
.1

6
9
  

    

        

2 20 02 2.01 01 Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 
sinkronisasi 

pengumpulan, 

Pengolahan, 

Analisis dan 

Diseminasi Data 

Statistik Sektoral 

Jumlah 

Dokumen 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, 

Analisis dan 

Diseminasi Data 
Statistik 

Sektoral 

5 Dokumen 

1 

Dokume

n 

  
  

  
1
5
5
.4

4
9
.0

3
0
  

1 

Dokume

n 

  
  

  
1
7
0
.9

9
3
.9

3
3
  

1 

Dokume

n 

  
  

  
1
8
8
.0

9
3
.3

2
6
  

8 

Doku

men 

  
  

  
5
1
4
.5

3
6
.2

8
9
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2 20 02 2.01 02 Sub Kegiatan 

Peningkatan 

kapasitas SDM 

Pemda dalam 

Peningkatan Mutu 

Statistik Daerah 

yang Terintegrasi 

Jumlah   

dokumen SDM   

yang   

Meningkat   

Kapasitasnya 

dalam 

Peningkatan 

Mutu Statistik 

Daerah yang 

Terintegrasi 

5 Dokumen 

1 

Dokume

n 

  
  

 2
2
3
.4

3
2
.0

0
0
  

1 

Dokume

n 

  
  

 2
4
5
.7

7
5
.2

0
0
  

1 

Dokume

n 

  
  

 2
7
0
.3

5
2
.7

2
0
  

8 

Doku

men 

  
  

 7
3
9
.5

5
9
.9

2
0
  

    

        

2 20 02 2.01 06 

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Otoritasi Statistik 

Sektoral di Daerah 

Jumlah Data 

Statistik yang 

Dihimpun 

5 Dokumen 

1 

Dokume

n 

  
  

  
 5

2
4
.2

1
6
.0

0
0
  

1 

Dokume

n 

  
  

  
 5

7
6
.6

3
7
.6

0
0
  

1 

Dokume

n 

  
  

  
 6

3
4
.3

0
1
.3

6
0
  

8 

Doku

men 

  
1
.7

3
5
.1

5
4
.9

6
0
  

    

        

2 21 02 

    

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Nilai Penerapan 

SPBE Lingkup 

Persandian 
                       

1,80  

              

1,20  

  
  
  
 

3
0
3
.7

0
6
.0

0
0
  

             

1,20 

  
  
  
 

3
3
4
.0

7
6
.6

0
0
  

             

1,20  

  
  
  
 

3
6
7
.4

8
4
.2

6
0
  

             

1,20 

  
1
.0

0
5
.2

6
6

.8
6
0
  

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

2 21 02 2.01   
Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah aplikasi 

yang terkendali 

keamanannya 

102 

aplikasi 

7 

Aplikasi 

  
  
  
  

3
0
3
.7

0
6
.0

0
0
  

7 

Aplikasi 

  
  
  
  

3
3
4
.0

7
6
.6

0
0
  

7 

Aplikasi 

  
  
  
  

3
6
7
.4

8
4
.2

6
0
  

123  

Aplika

si 

  
 1

.0
0
5
.2

6
6
.8

6
0
  

    

        

2 21 02 2.01 04 
Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Layanan 

Keamanan 

Informasi 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Perangkat 

Daerah yang 

Telah 

Menggunakan 

Layanan 
Keamanan 

Informasi 

102 

aplikasi 

7 

Aplikasi 

  
  

 3
0
3
.7

0
6
.0

0
0
  

7 

Aplikasi 

  
  

 3
3
4
.0

7
6
.6

0
0
  

7 

Aplikasi 

  
  

 3
6
7
.4

8
4
.2

6
0
  

123  

Aplika

si 

  
 1

.0
0
5
.2

6
6
.8

6
0

 

    

        

2 16 02 

    

Program 
Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik 

Nilai Penerapan 
SPBE lingkup 

Layanan 

Informasi 2,4  2,4  

  
  
  
  

  
  
 8

.6
2
8
.6

7
9

.5
1
6
  

2,4 

  
  
  
  

  
  
 9

.4
9
1
.5

4
7

.4
6
8
  

2,4 

  
  
  
  

  
1
0
.4

4
0
.7

0
2
.2

1
4

  

  2,4 

  
  
  
  

  
2
8
.5

6
0
.9

2
9
.1

9
8

  Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

      

    

  Cakupan 

pengaduan 

masyarakat 

melalui LAPOR 

yang 
ditindaklanjuti 

98,58% 100% 100% 100% 100%     

        

      

    

  Nilai Penerapan 

SPBE layanan 

informasi 
masyarakat 

melalui radio 
0,6 

              

0,4 

 

  
  
  
  

  
  

9
7
0
.2

2
4
.3

1
0
  

             

0,4 

 

  
  
  
  

1
.0

6
7
.2

4
6
.7

4
1

  

             

0,4 

 

  
  
  
  

1
.1

7
3
.9

7
1
.4

1
5

  

             

0,4 

 

  
  
  
  

3
.2

1
1
.4

4
2
.4

6
6
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  Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) Radio 

Sonata 

 88,33 
        

88,40  

       

88,50 

       

88,60 

       

88,60 
    

        

2 16 02 2.01 

  

Kegiatan 

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota 

Prosentase 

Perangkat 

Daerah yang 

menerapkan 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

90% 91% 

  
  
9
.5

9
8
.9

0
3
.8

2
6
  

92% 

 1
0
.5

5
8
.7

9
4
.2

0
9
  

93% 

 1
1
.6

1
4
.6

7
3
.6

2
9
  

93% 

 3
1
.7

7
2
.3

7
1
.6

6
4
  

    

        

2 16 02 2.01 02 Sub Kegiatan 

Monitoring Opini 

dan Aspirasi Publik 
Jumlah layanan 

penyuluhan dan 

pengendalian 

informasi 

15 

Dokumen 

3 

Dokume

n 

  
 1

.1
6
6
.8

1
1
.9

3
8
  

3 

Dokume

n 

  
 1

.2
8
3
.4

9
3
.1

3
2
  

3 

Dokume

n 

  
 1

.4
1
1
.8

4
2
.4

4
5
  

24 

Doku

men 

  
 3

.8
6
2
.1

4
7
.5

1
5
  

    

        

2 16 02 2.01 05 Sub Kegiatan 

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Pelaksanaan 

Pengelolaan 

Media 

Komunikasi 

Publik 

10 

dokumen 

2 

dokume

n 

  
  

  
 9

7
0
.2

2
4
.3

1
0
  

2 

dokume

n 

  
 1

.0
6
7
.2

4
6
.7

4
1
  

2 

dokume

n 

  
 1

.1
7
3
.9

7
1
.4

1
5
  

16 

Doku

men 

  
 3

.2
1
1
.4

4
2
.4

6
6
  

    

        

2 16 02 2.01 06 Sub Kegiatan 

Pelayanan 

Informasi Publik Jumlah  

Dokumen  Hasil   
Pelayanan    

Informasi Publik  

20 
Dokumen 

4 

Dokume
n 

  
  

3
.8

2
7
.6

1
9
.0

1
5
  

4 

Dokume
n 

  
  

4
.2

1
0
.3

8
0
.9

1
7
  

4 

Dokume
n 

  
  

4
.6

3
1
.4

1
9
.0

0
8
  

32 

Doku
men 

 1
2
.6

6
9
.4

1
8
.9

4
0
  

    

        

2 16 02 2.01 12 Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 
Hubungan 

Masyarakat, Media 

dan Kemitraan 

Komunitas 

Jumlah 

Dokumen 
Kemitraan 

dengan 

Masyarakat, 

Media dan 

Komunitas 

dalam 

Mendiseminasik

an Informasi 

Program atau 

Kebijakan 

20 

Dokumen 

4 

Dokume

n 

  
  

  
3
.6

3
4
.2

4
8
.5

6
3
  

4 

Dokume

n 

  
  

  
3
.9

9
7
.6

7
3
.4

1
9
  

4 

Dokume

n 

  
  

  
4
.3

9
7
.4

4
0
.7

6
1
  

32 

Doku

men 

  
 1

2
.0

2
9
.3

6
2
.7

4
4
  

    

2   

Meningkatny

a Kinerja dan 

Pelayanan 

Diskominfo 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat PD 

              90,92 
        

88,40  

2
3
.6

9
0
.1

0
4
.2

8
8

 

       

88,50 

2
6
.0

7
6
.6

1
4
.3

1
1

 

       

88,60 

2
8
.6

8
4
.2

7
5
.7

4
2

 

       

88,60 

7
8
.4

5
0
.9

9
4
.3

4
1

 

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 
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2 16 01 

    

Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Prosentase 

pelayanan 

adminsitrasi 

perkantoran  

 
                     

100  

            

100  

 2
3
.6

9
0
.1

0
4
.2

8
8
  

            

100  

 2
6
.0

7
6
.6

1
4
.3

1
1
  

            

100  

 2
8
.6

8
4
.2

7
5
.7

4
2
  

100% 

 7
8
.4

5
0
.9

9
4
.3

4
1
  

    

        

2 16 01 2.01   Kegiatan 

Perencanaan, 

penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Sub 

Kegiatan 

Perencanaan 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

1 Sub 

Kegiatan 

1 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
2
2
0

.0
0
0
.0

0
0
  

1 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
2
4
2

.0
0
0
.0

0
0
  

1 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
2
6
6

.2
0
0
.0

0
0
  

1 Sub 

Kegiat

an 

  
  
  
7
2
8

.2
0
0
.0

0
0
  

    

        

2 16 01 2.01 07 Sub Kegiatan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

4 Dokumen 

2 

Dokume

n 

  
  

 2
2
0
.0

0
0
.0

0
0
  

2 

Dokume

n 

  
  

 2
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

2 

Dokume

n 

  
  

 2
6
6
.2

0
0
.0

0
0
  

10 

Doku

men 

  
  

 7
2
8
.2

0
0
.0

0
0
  

    

        

2 16 01 2.02   Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah laporan 

bulanan 

penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN tepat 
waktu 

60 

laporam 

12 

laporam 

2
0
.0

6
6
.9

6
9
.9

4
0

 

12 

laporam 

 2
2
.0

7
3
.6

6
6
.9

3
4
  

12 

laporam 

2
4
.2

8
1
.0

3
3
.6

2
7

 

96 

Lapor

an 

6
6
.4

2
1
.6

7
0
.5

0
1

 

    

        

2 16 01 2.02 01 Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 
Jumlah Laporan 

Bulanan 
Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

60 laporam 
12 

laporam 

 2
0
.0

6
6
.9

6
9
.9

4
0
  

12 
laporam 

 2
2
.0

7
3
.6

6
6
.9

3
4
  

12 
laporam 

 2
4
.2

8
1
.0

3
3
.6

2
7
  

96 
Lapora

n 

 6
6
.4

2
1
.6

7
0
.5

0
1
  

    

        

2 16 01 2.05   Kegiatan 

Administrasi 

Kepagawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah Sub 

Kegiatan 

Administrasi  

Kepagawaian 

Perangkat 

Daerah 

1 Sub 

Kegiatan 

1 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
  

6
8
.6

5
3
.7

7
8
  

1 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
  

9
3
.0

1
8
.7

5
0
  

1 Sub 

Kegiata

n 

  
  
 1

0
2
.3

2
0
.6

2
5
  

1 Sub 

Kegiat

an 

  
  
 2

6
3
.9

9
3
.1

5
3
  

    

        

2 16 01 2.05 02 Sub Kegiatan 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 
Kelengkapan 5 Paket 1 Paket 

  
  

  
6
8
.6

5
3
.7

7
8
  

1 Paket 

  
  

  
9
3
.0

1
8
.7

5
0
  

1 Paket 

  
 1

0
2
.3

2
0
.6

2
5
  

8 

Paket 

  
 2

6
3
.9

9
3
.1

5
3
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2 16 01 2.06   Kegiatan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah Sub 

Kegiatan 

Administrasi  

Umum 

Perangkat 

Daerah 

7 Sub 

Kegiatan 

7 Sub 

Kegiata

n 

1
.0

4
7
.3

6
8
.0

1
0

 

7 Sub 

Kegiata

n 

1
.1

5
2
.1

0
4
.8

1
1

 

7 Sub 

Kegiata

n 

1
.2

6
7
.3

1
5
.2

9
2

 

7 Sub 

Kegiat

an 

3
.4

6
6
.7

8
8
.1

1
3

 

    

        

2 16 01 2.06 02 Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

60 laporam 
12 

laporan 

  
 1

9
2
.3

6
1
.4

6
0
  

12 

laporan 

  
 2

1
1
.5

9
7
.6

0
6
  

12 

laporan 

  
 2

3
2
.7

5
7
.3

6
7
  

96 

Lapora

n 

  
 6

3
6
.7

1
6
.4

3
3
  

    

        

2 16 01 2.06 03 Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

tangga 
Jumlah  Paket  

Peralatan  
Rumah  Tangga  

yang Disediakan 

60 laporam 
12 

laporan 

  
  

8
8
.2

8
4
.9

2
0
  

12 
laporan 

  
  

9
7
.1

1
3
.4

1
2
  

12 
laporan 

 1
0
6
.8

2
4
.7

5
3
  

96 
Lapora

n 

 2
9
2
.2

2
3
.0

8
5
  

    

        

2 16 00 2.06 04 Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 
Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

disediakan 

60 laporam 
12 

laporan 

  
  

  
  

  
1
1
8
.8

3
6
.5

4
0
  

12 

laporan 

  
  

  
  

  
1
3
0
.7

2
0
.1

9
4
  

12 

laporan 

  
  

  
  

  
1
4
3
.7

9
2
.2

1
3
  

96 

Lapora

n 

  
  

  
  

  
3
9
3
.3

4
8
.9

4
7
  

    

        

2 16 00 2.06 05 Sub Kegiatan 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 
dan pengadaan 

yang Disediakan 

10 paket 2 paket 

  
2
1
9
.2

1
4
.8

9
0
  

2 paket 

  
2
4
1
.1

3
6
.3

7
9
  

2 paket 

  
2
6
5
.2

5
0
.0

1
7
  

16 
paket 

  
7
2
5
.6

0
1
.2

8
6
  

    

        

2 16 01 2.06 06 Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah 

Dokumen Bahan 
Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

60 laporam 
12 

laporan 

  
  

  
 7

6
.8

9
0
.0

0
0
  

12 

laporan 

  
  

  
 8

4
.5

7
9
.0

0
0
  

12 

laporan 

  
  

  
 9

3
.0

3
6
.9

0
0
  

96 

Lapora

n 

  
  

2
5
4
.5

0
5
.9

0
0
  

    

        

2 16 01 2.06 08 Sub Kegiatan 

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu Jumlah Laporan  

bulanan 

Penyediaan 

Makanan Dan 

Minuman Tamu 

60 laporam 
12 

laporan 

  
1
3
9
.1

3
1
.5

0
0
  

12 

laporan 

  
1
5
3
.0

4
4
.6

5
0
  

12 

laporan 

  
1
6
8
.3

4
9
.1

1
5
  

96 

Lapora

n 

  
4
6
0
.5

2
5
.2

6
5
  

    

        

2 16 01 2.06 09 Sub Kegiatan 

Rapat Kordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan  

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

60 laporam 
12 

laporan 

  
  

  
 

2
1
2
.6

4
8
.7

0
0
  

12 

laporan 

  
  

  
 

2
3
3
.9

1
3
.5

7
0
  

12 

laporan 

  
  

  
 

2
5
7
.3

0
4
.9

2
7
  

96 

Lapora

n 

  
  

  
 

7
0
3
.8

6
7
.1

9
7
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2 16 01 2.08   Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah sub 

Kegiatan 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

2 Sub 

Kegiatan 

2 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
  

  
 

9
5
0
.8

3
8
.6

8
0
  

2 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
 

1
.0

4
5
.9

2
2
.5

4
8

  

2 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
 

1
.1

5
0
.5

1
4
.8

0
3

  

2 Sub 

Kegiat

an 

  
  
  
 

3
.1

4
7
.2

7
6
.0

3
1

  

    

        

2 16 01 2.08 02 Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 Jumlah 

Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang Disediakan 

60 laporam 
12 

laporan 

  
  

1
2
4
.0

2
5
.0

0
0
  

12 

laporan 

  
  

1
3
6
.4

2
7
.5

0
0
  

12 

laporan 

  
  

1
5
0
.0

7
0
.2

5
0
  

96 

Lapora

n 

  
  

4
1
0
.5

2
2
.7

5
0
  

    

        

2 16 01 2.08 04 Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah laporan 
layanan 

kebersihan dan 

keamanan 

kantor 

60 laporam 
12 

laporan 

  
  

  
 

8
2
6
.8

1
3
.6

8
0
  

12 

laporan 

  
  

  
 

9
0
9
.4

9
5
.0

4
8
  

12 

laporan 

  
 

1
.0

0
0
.4

4
4
.5

5
3
  

96 

Lapora

n 

  
 

2
.7

3
6
.7

5
3
.2

8
1
  

    

        

2 16 01 2.09   Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah sub 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

3 Sub 

Kegiatan 

3 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
  

  
  

1
.3

3
6
.2

7
3
.8

8
0

  

3 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
  

  
  

1
.4

6
9
.9

0
1
.2

6
8

  

3 Sub 

Kegiata

n 

  
  
  
  

  
  

1
.6

1
6
.8

9
1
.3

9
5

  

3 Sub 

Kegiat

an 

  
  
  
  

  
  

4
.4

2
3
.0

6
6
.5

4
3

  

    

        

2 16 01 2.09 02 Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 
Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 Jumlah Unit 

Kendaraan Yang 

Dibayarkan Jasa 

pemeliharaan 

dan Perijinannya  

28 Unit 28 Unit 

  
  

  
 9

9
7
.2

3
6
.1

3
0
  

28 Unit 

  
1
.0

9
6
.9

5
9
.7

4
3
  

28 Unit 

  
1
.2

0
6
.6

5
5
.7

1
7
  

28 

Unit 

  
3
.3

0
0
.8

5
1
.5

9
0
  

    

        

2 16 01 2.09 06 Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah laporan 

unit perbaikan 
peralatan kantor 

60 laporam 
12 

laporan 

 1
1
9
.0

3
7
.7

5
0
  

12 
laporan 

 1
3
0
.9

4
1
.5

2
5
  

12 
laporan 

 1
4
4
.0

3
5
.6

7
8
  

96 

Lapora
n 

 3
9
4
.0

1
4
.9

5
3
  

    

        

2 16 01 2.09 09 Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

bangunan lainnya 

 Jumlah unit 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Peralatan 

Gedung 

5 Unit 1 Unit   
  

  
  

  
  

  

2
2
0
.0

0
0
.0

0
0
  

1 Unit   
  

  
  

  
  

  

2
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

1 Unit   
  

  
  

  
  

  

2
6
6
.2

0
0
.0

0
0
  

8 unit   
  

  
  

  
  

  

7
2
8
.2

0
0
.0

0
0
  

    

 
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Tabel 6.2 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung 

(Setelah Perubahan) 

 

 

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kode  Program/Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

kegiatan 

(Output) 

Data 

Realisasi 

pada tahun 

awal 

perencanaan 

(2024) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perubahan 
Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab 

Lokasi 

Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja Pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. 

1 2 3 4 5 4 5 6 13 
           

14  
15 

           

16  
17 18 19 20 

                                        

1 

Meningkatnya 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

kinerja 

birokrasi 

Meningkatnya tata 

kelola 

pemerintahan 

berbasis e-

government 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

Lingkup 

Kewenangan 

Diskominfo 

               (4,59) 4,77 

  
 4

2
.5

5
4
.8

3
0
.3

6
7
  

4,77 

  
 4

6
.8

1
0
.3

1
3
.4

0
2
  

4,77 

4
6
.8

1
0
.3

1
3
.4

0
2

 

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

2 16 03 

    

Program 
Pengelolaan 

Aplikasi 

Informatika 

Nilai lingkup 

Aplikasi  

45,45 10,00 

1
.5

4
6
.0

3
5
.7

7
9

 

10,00 

1
.7

0
0
.6

3
9
.3

5
7

 

10,00 

4
.6

5
2
.1

6
2
.2

0
8

 

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Bandung 

        

      

    

  Nilai lingkup 

Perencanaan, 

Eveluasi dan 

Pengembangan 
31,50 16,20 

6
8
6
.1

2
8
.0

8
0

 

16,20 

7
5
4
.7

4
0
.8

8
8

 

16,20 

7
5
4
.7

4
0
.8

8
8

 

    

        

      

    

  Nilai lingkup 

Infrastruktur 

7,4 10,00 

2
9
0
1
3
0
2
6
5
6
6
#
 

10,00 

3
1
9
1
4
3
2
9
2
2
2

 

10,00 

8
7
3
0
2
8
3
4
4
8
4

 

    



 
 

Rencana Strategis 2024-2026_Perubahan   60 
 

        

2 16 03 2.0

2 

  

Kegiatan 
Pengelolaan e-

government Di 

Lingkup 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Aplikasi 

Perangkat 

Daerah yang 

terintegrasi 

90 Aplikasi 
94 

Aplikasi 

 3
1
.1

3
1
.5

2
8
.8

3
3
  

98 

Aplikasi 

 3
4
.2

4
4
.6

8
1
.7

1
6
  

98 

Aplikasi 

 9
3
.6

7
7
.6

0
0
.3

9
7
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

13  Koordinasi 

Pemanfaatan Pusat 

Data Nasional 

Jumlah Aplikasi 

SPBE 

Pemerintah 

Daerah yang 

sudah 

ditempatkan di 

Pusat Data 

Nasional 

34 Unit 35 Aplikasi    
  

  
  

  
  

1
.6

9
4
.5

2
1
.0

5
7
  

35 Aplikasi    
  

  
  

  
  

1
.8

6
3
.9

7
3
.1

6
2
  

35 Aplikasi   
  

  
  

  
  

5
.0

9
8
.9

6
7
.9

0
7
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

18  Koordinasi 

penyusunan 
dan/atau reviu 

arsitektur dan peta 

rencana SPBE 

Pemerintah Daerah 

Jumlah 

dokumen 
arsitektur SPBE 

Pemerintah 

Daerah yang 

memuat 6 

domain 

arsitektur dan 

peta rencana 

yang diusulkan 

1 dokumen 1 dokumen 

  
  

  
 1

9
7
.7

4
7
.8

8
0
  

1 dokumen 

  
  

  
 2

1
7
.5

2
2
.6

6
8
  

3 Dokumen 

  
  

  
 5

9
5
.0

4
1
.3

4
8
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

19  Koordinasi 

pelaksanaan 

Manajemen SPBE 

Jumlah 

Dokumen 

Koordinasi 

pelaksanaan 

Manajemen 

SPBE 

1 dokumen 1 dokumen 

  
  

1
8
7
.3

5
9
.3

0
4
  

1 dokumen 

  
  

2
0
6
.0

9
5
.2

3
4
  

3 Dokumen 

  
  

5
6
3
.7

8
1
.1

7
8
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

20  Pembangunan 

dan/atau 
Pengembangan 

Aplikasi Khusus 

yang sesuai 

dengan arsitektur 

dan peta rencana 

SPBE pemerintah 

daerah 

Jumlah aplikasi 

khusus yang 
dibangun 

dan/atau 

dikembangkan 

sesuai arsitektur 

dan peta 

rencana SPBE 

pemerintah 

daerah 

5 Aplikasi 5 Aplikasi 

  
  

1
.2

7
3
.2

8
6
.6

5
4
  

5 Aplikasi 

  
  

1
.4

0
0
.6

1
5
.3

2
0
  

15 Aplikasi 

  
  

3
.8

3
1
.4

3
5
.2

9
6
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

21  Penyelenggaraan 

Sistem 

Penghubung 

Layanan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Aplikasi 

SPBE yang 

terhubung 

dengan Sistem 

Penghubung 

Layanan 

Pemerintah 

Daerah 

4 Aplikasi 4 Aplikasi 

  
  

2
7
2
.7

4
9
.1

2
5
  

4 Aplikasi 

  
  

3
0
0
.0

2
4
.0

3
8
  

12 

Dokumen 

  
  

8
2
0
.7

2
6
.9

1
3
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

23  Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Kabupaten atau 

Kota Cerdas 

Jumlah 

perangkat 

daerah yang 

mendapatkan 

sosialisasi 

program 

Kabupaten/Kota 

Cerdas 

1 dokumen 1 dokumen 

  
1
8
7
.3

5
9
.3

0
4
  

1 dokumen 

  
2
0
6
.0

9
5
.2

3
4
  

3 Dokumen 

  
5
6
3
.7

8
1
.1

7
8
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2 16 03 2.0

2 

24  Penyelenggaraan 

Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah 

Kab/Kota 

Jumlah 

perangkat 

daerah di 

pemerintah 

Kab/Kota yang 

terhubung 

dengan Jaringan 
Intra Pemerintah 

Daerah 

Kab/Kota 

200PD 200 PD 

  
  

  
 9

9
1
.1

0
4
.6

3
5
  

200 PD 

  
  

1
.0

9
0
.2

1
5
.0

9
9
  

200 PD 

  
  

2
.9

8
2
.3

2
3
.9

4
8
  

    

        

2 16 03 2.0

2 

30  Penyediaan Akses 

Internet untuk 
Perangkat Daerah 

dalam rangka 

penyelenggaraan 

SPBE 

Jumlah 

Perangkat 
Daerah yang 

memanfaatkan 

akses internet 

yang disediakan 

oleh Dinas 

200 Lokasi 200 PD 

  
2
6
.3

2
7
.4

0
0
.8

7
3
  

200 PD 

  
2
8
.9

6
0
.1

4
0
.9

6
1
  

200 PD 

  
7
9
.2

2
1
.5

4
2
.6

2
8
  

    

        

2 20 02 

    

Program 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Nilai lingkup 

Data dan 

Statistik 

4,5 5,80 

  
  
4
1
6
.7

6
9

.1
3
3
  

5,80 

  
  
4
5
8
.4

4
6

.0
4
6
  

5,80 

  
  

1
.2

5
4
.0

9
6
.2

0
9
  

Dinas 

Komunikasi 

dan 
Informatika 

Bandung 

        

2 20 02 2.0

1 

  Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

layanan data 

sektoral yang 

tersedia pada 

Portal Data 

sessuai dengan 

standar data 

1.000 data 100% 

  
  
 4

1
6
.7

6
9
.1

3
3
  

100% 

  
  
 4

5
8
.4

4
6
.0

4
6
  

100% 

 1
.2

5
4
.0

9
6
.2

0
9
  

    

        

2 20 02 2.0

1 

000

8 

 Peningkatan Peran 

Statistik Sektoral 

terhadap Sistem 

Statistik Nasional 

Persentase 

Perangkat 

Daerah yang 

menggunakan 

data Statistik 

untuk 

Perencanaan, 

Monitoring, dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

dan/atau 
Penyusunan 

Kebijakan 

100% 100% 

  
  

5
7
6
.6

3
7
.6

0
0
  

100% 

  
  

6
3
4
.3

0
1
.3

6
0
  

100% 

 1
.7

3
5
.1

5
4
.9

6
0
  

    

        

2 20 02 2.0

1 

000

9 

 Peningkatan 

Kualitas Data 

Statistik Sektoral 

Persentase 

kegiatan 

statistik sektoral 

yang rilis tepat 
waktu 

100% 100% 

  
 1

7
0
.9

9
3
.9

3
3
  

100% 

  
 1

8
8
.0

9
3
.3

2
6
  

100% 

  
 5

1
4
.5

3
6
.2

8
9
  

    

        

2 20 02 2.0

1 

001

0 Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

yang sesuai 

dengan Prinsip 

Satu Data 

Indonesia 

Jumlah kegiatan 

statistik sektoral 

yang telah 

dilengkapi 

metadata 1 Dokumen 1 Dokumen 

  
  

2
4
5
.7

7
5
.2

0
0
  

1 Dokumen 

  
  

2
7
0
.3

5
2
.7

2
0
  

3 Dokumen 

  
  

7
3
9
.5

5
9
.9

2
0
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2 21 02 

    

Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Nilai Lingkup 

Persandian 

              1,3          3,70  

  
  
  
3
3
4

.0
7
6
.6

0
0
  

3,70 

  
  
  
3
6
7

.4
8
4
.2

6
0
  

3,70 

  
1
.0

0
5
.2

6
6

.8
6
0
  

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Bandung 

        

2 21 02 2.0

1 

  
Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah aplikasi 

yang terkendali 

keamanannya 

7 Aplikasi 7 Aplikasi 

  
  
  
3
3
4

.0
7
6
.6

0
0
  

7 Aplikasi 

  
  
  
3
6
7

.4
8
4
.2

6
0
  

21  

Aplikasi 

  
 1

.0
0
5
.2

6
6
.8

6
0
  

    

        

2 21 02 2.0

1 

04 

Sub Kegiatan 

Penyediaan 
Layanan 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Perangkat 
Daerah yang 

Telah 

Menggunakan 

Layanan 

Keamanan 

Informasi 

7 Aplikasi 7 Aplikasi 

  
  

  
  

 3
3
4
.0

7
6
.6

0
0
  

7 Aplikasi 

  
  

  
  

 3
6
7
.4

8
4
.2

6
0
  

21  

Aplikasi 

  
  

  
1
.0

0
5
.2

6
6
.8

6
0
  

    

        

2 16 02 

    

Program 

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik 

Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Layanan 

Informasi 
3,0 3,0 

9
.4

9
1
.5

4
7
.4

6
8

 3,0 

1
0
.4

4
0
.7

0
2
.2

1
4

 

3,0 

  
1
8
.6

2
2
.2

6
0

.2
5
8
  

Dinas 

Komunikasi 
dan 

Informatika 

Bandung 

        

      

    

  Cakupan 

pengaduan 

masyarakat 

melalui LAPOR 

yang 

ditindaklanjuti 

98,33% 100% 100% 100%     

        

      

    

  Nilai layanan 

informasi 

masyarakat 

melalui radio 

0,4 0,4 

1
.0

6
7
.2

4
6
.7

4
1

 

0,4 

1
.1

7
3
.9

7
1
.4

1
5

 

0,4 

  
  
 4

1
3
.7

5
0
.0

0
0
  

    

        

      

    

  Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) Radio 

Sonata 

88,51 88,50 88,60 88,60     

        

2 16 02 2.0

1 

  

Kegiatan 

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota 

Prosentase 

Perangkat 

Daerah yang 

menerapkan 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

91% 92% 

  
  
  
6
.3

2
6
.1

6
6
.5

5
1
  

93% 

  
  
  
6
.9

5
8
.7

8
3
.2

0
6
  

93% 

  
  
1
9
.0

3
6

.0
1
0
.2

5
8
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2 16 02 2.0

1 

001

4 

Relasi Media 
Jumlah aktivitas 

relasi media 

kepada media 

yang memenuhi 

kriteria sebagai 

berikut: 1. 
terverifikasi 

dewan pers, dan 

2. terdaftar di 

Dinas Kominfo, 

dan 3. aktif 

dalam kegiatan 

relasi media 

4 Laporan 4 Laporan 

   
   

   
   

   
   

  3
.9

9
7

.6
7

3
.4

1
9

  

4 Laporan 

   
   

   
   

   
   

  4
.3

9
7

.4
4

0
.7

6
1

  

12 Laporan 

   
   

   
   

   
  1

2
.0

2
9

.3
62

.7
44

  

    

        

2 16 02 2.0

1 

001

5 

Kemitraan 

Komunikasi 

dengan Komunitas 

Informasi 

Masyarakat 

Jumlah 

Komunitas 

Informasi yang 

aktif 

mendiseminasik

an informasi 

dan terdaftar di 
Dinas Kominfo 

1 Komunitas 
1 

Komunitas 

   
   

 1
3

7
.5

0
0

.0
0

0
  

1 
Komunitas 

   
   

 1
5

1
.2

5
0

.0
0

0
  

1 
Komunitas 

   
   

 4
1

3
.7

5
0

.0
0

0
  

    

        

2 16 02 2.0

1 

001

7 

Pelayanan 

Informasi Publik 

Jumlah 

permohonan 

Informasi Publik 

yang 

diselesaikan 

sesuai peraturan 

perundangan 

5 Pemohon 5 Pemohon   
  

  
  

9
0
7
.5

0
0
.0

0
0
  

5 Pemohon   
  

  
  

9
9
8
.2

5
0
.0

0
0
  

15 

Pemohon 

  
  

 

2
.7

3
0
.7

5
0
.0

0
0
  

    

        

2 16 02 2.0

1 

001

9 

Monitoring 

Informasi 

Kebijakan, Opini, 
dan Aspirasi Publik 

Jumlah 

rekomendasi 

komunikasi 

terhadap isu 

publik yang 

berkembang dan 

usulan agenda 

komunikasi 

prioritas 

Pemerintah 

Daerah 

3 Rekomendasi  
3 

Rekomendasi 

   
   

1
.2

8
3

.4
9

3.
1

3
2

  

3 

Rekomendasi 

   
   

1
.4

1
1

.8
4

2.
4

4
5

  

9 

Rekomendasi 

   
   

3
.8

6
2

.1
4

7.
5

1
5

  

    

        

2 16 02 2.0

1 

002

1 

 Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik 

Jumlah media 

komunikasi 

publik milik 

pemerintah 

daerah yang 

dikelola maupun 

pemanfaatan 

media berbayar 

sesuai 

kriteria/juknis 

1 Media 1 Media 

   
   

   
   

1
.0

6
7

.2
4

6
.7

41
  

1 Media 

   
   

   
   

1
.1

7
3

.9
7

1
.4

15
  

1 Media 

   
   

   
   

3
.2

1
1

.4
4

2
.4

66
  

    

        

2 16 02 2.0

1 

002

2 

 Penyusunan 

Strategi 

Komunikasi Publik  

Jumlah Strategi 

Komunikasi 

Publik yang 

disusun 10 Dokumen 
10 

Dokumen 

 1
.1

0
0
.0

0
0
.0

0
0
  

10 

Dokumen 

 1
.2

1
0
.0

0
0
.0

0
0
  

30 

Dokumen 

 3
.3

1
0
.0

0
0
.0

0
0
  

    

        

2 16 02 2.0

1 

002

3 

Penyusunan 

Konten 

Jumlah Konten 

Informasi Publik 
4 Dokumen 4 Dokumen   

  
  

  
  

6
6
.0

0
0
.0

0

0
  

4 Dokumen   
  

  
  

  

7
2
.6

0
0
.0

0

0
  12 

Dokumen 

  
  

  
  

1
9
8
.6

0
0
.0

0
0
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2 16 02 2.0

1 

002

4 

 Penguatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Komunikasi Publik 

Jumlah ASN 

bidang 

komunikasi 

publik yang 

difasilitasi 

mengikuti 

bimtek/pelatiha
n 

NA 300 Orang 

  
  

  
2
2
0
.0

0
0
.0

0
0
  

300 Orang 

  
  

  
2
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

600 Orang 

  
  

  
6
6
2
.0

0
0
.0

0
0
  

    

2   
Meningkatnya Kinerja 
dan Pelayanan 

Diskominfo 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat PD 
              95,89 88.50 

2
6

.0
7

6
.6

1
4

.3
11

 

88.60 

2
8

.6
8

4
.2

7
5

.7
42

 

88.60 

7
8

.4
5

0
.9

9
4

.3
41

 

Dinas 
Komunikasi dan 

Informatika 

Bandung 

        

2 16 01 

    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Layanan 

Administrasi, 
sarana dan 

prasarana 

Perkantoran  

                     100              100  

 2
6

.0
7

6
.6

1
4

.3
1

1
  

            100  

 2
8

.6
8

4
.2

7
5

.7
4

2
  

100% 

 7
8

.4
5

0
.9

9
4

.3
4

1
  

    

        

2 16 01 2.01   Kegiatan Perencanaan, 

penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Sub 
Kegiatan 

Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

1 Sub Kegiatan 
1 Sub 

Kegiatan 

   
   

2
4

2
.0

0
0

.0
0

0
  

1 Sub 

Kegiatan 

   
   

2
6

6
.2

0
0

.0
0

0
  

1 Sub 

Kegiatan 

   
   

7
2

8
.2

0
0

.0
0

0
  

    

        

2 16 01 2.01 07 Sub Kegiatan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 

Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

4 Dokumen 2 Dokumen 

   
  2

4
2

.0
0

0
.0

0
0

  

2 Dokumen 

   
  2

6
6

.2
0

0
.0

0
0

  

8 Dokumen 

   
  7

2
8

.2
0

0
.0

0
0

  

    

        

2 16 01 2.0

2 

  Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Jumlah laporan 

bulanan 

penyediaan gaji 

dan tunjangan 

ASN tepat 

waktu 

12 laporam 
12 

laporam 

 2
2
.0

7
3
.6

6
6
.9

3
4
  

12 

laporam 

 2
4
.2

8
1
.0

3
3
.6

2
7
  

36 

Laporan 

 6
6
.4

2
1
.6

7
0
.5

0
1
  

    

        

2 16 01 2.0

2 

01 Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang  

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 12 laporam 12 laporam   
  

 

2
2
.0

7
3
.6

6
6
.9

3
4
  

12 laporam   
  

 

2
4
.2

8
1
.0

3
3
.6

2
7
  

36 Laporan   
  

 

6
6
.4

2
1
.6

7
0
.5

0
1
  

    

        

2 16 01 2.0

5 

  Kegiatan 

Administrasi 

Kepagawaian 

Perangkat Daerah 

Jumlah Sub 

Kegiatan 

Administrasi  

Kepagawaian 

Perangkat 

Daerah 

1 Sub 

Kegiatan 

1 Sub 

Kegiatan 

  
  
  
 

9
3
.0

1
8
.7

5
0
  

1 Sub 

Kegiatan 

  
  
 

1
0
2
.3

2
0
.6

2
5
  

1 Sub 

Kegiatan 

  
  
 

2
6
3
.9

9
3
.1

5
3
  

    

        

2 16 01 2.0

5 

02 Sub Kegiatan 

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 
Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 

  
 9

3
.0

1
8
.7

5
0
  

1 Paket 

 1
0
2
.3

2
0
.6

2
5
  

3 Paket 

 2
6
3
.9

9
3
.1

5
3
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2 16 01 2.0

6 

  Kegiatan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah Sub 

Kegiatan 

Administrasi  

Umum 

Perangkat 

Daerah 

7 Sub 

Kegiatan 

7 Sub 

Kegiatan 

  
1
.1

5
2
.1

0
4

.8
1
1
  

7 Sub 

Kegiatan 

  
1
.2

6
7
.3

1
5

.2
9
2
  

7 Sub 

Kegiatan 

  
3
.4

6
6
.7

8
8

.1
1
3
  

    

        

2 16 01 2.0

6 

02 Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah paket 

peralatan dan 

perlengkapan 

kartor yang 

disediakan 

12 laporan 12 laporan 

  
2
1
1
.5

9
7
.6

0
6
  

12 laporan 

  
2
3
2
.7

5
7
.3

6
7
  

36 Laporan 

  
6
3
6
.7

1
6
.4

3
3
  

    

        

2 16 01 2.0

6 

03 Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Peralatan Rumah 

tangga 

Jumlah  Paket  

Peralatan  

Rumah  Tangga  

yang Disediakan 12 laporan 12 laporan 

  
  

  
9
7
.1

1
3
.4

1
2
  

12 laporan 

  
  

1
0
6
.8

2
4
.7

5
3
  

36 Laporan 

  
  

2
9
2
.2

2
3
.0

8
5
  

    

        

2 16 00 2.0

6 

04 Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yan 

disediakan 12 laporan 12 laporan   
  

  

1
3
0
.7

2
0
.1

9
4
  

12 laporan   
  

  

1
4
3
.7

9
2
.2

1
3
  

36 Laporan   
  

  

3
9
3
.3

4
8
.9

4
7
  

    

        

2 16 00 2.0

6 

05 Sub Kegiatan 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan 

penggandaan 

yang Disediakan 

2 paket 2 paket 

 2
4
1
.1

3
6
.3

7
9
  

2 paket 

 2
6
5
.2

5
0
.0

1
7
  

36 Laporan 

 7
2
5
.6

0
1
.2

8
6
  

    

        

2 16 01 2.0

6 

06 Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah 

dokumen bahan 

bacaan dan 

perundang-

undangan yang 

disediakan 

12 laporan 12 laporan 

  
  

8
4
.5

7
9
.0

0
0
  

12 laporan 

  
  

9
3
.0

3
6
.9

0
0
  

36 Laporan 

  
2
5
4
.5

0
5
.9

0
0
  

    

        

2 16 01 2.0

6 

08 Sub Kegiatan 

Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

 Jumlah 

Laporan 

fasilitasi 

kunjungan 
Tamu 

12 laporan 12 laporan 

 1
5
3
.0

4
4
.6

5
0
  

12 laporan 

 1
6
8
.3

4
9
.1

1
5
  

36 Laporan 

 4
6
0
.5

2
5
.2

6
5
  

    

        

2 16 01 2.0

6 

09 Sub Kegiatan 

Rapat Kordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan  

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
12 laporan 12 laporan 

  
  

2
3
3
.9

1
3
.5

7
0
  

12 laporan 

  
  

2
5
7
.3

0
4
.9

2
7
  

36 Laporan 

  
  

7
0
3
.8

6
7
.1

9
7
  

    

        

2 16 01 2.0

8 

  Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah sub 

Kegiatan 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

2 Sub 

Kegiatan 

2 Sub 

Kegiatan 

 1
.0

4
5
.9

2
2
.5

4
8
  

2 Sub 

Kegiatan 

 1
.1

5
0
.5

1
4
.8

0
3
  

2 Sub 

Kegiatan 

 3
.1

4
7
.2

7
6
.0

3
1
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2 16 01 2.0

8 

02 Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 Jumlah 

Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang Disediakan 

12 laporan 12 laporan 

  
1
3
6
.4

2
7
.5

0
0
  

12 laporan 

  
1
5
0
.0

7
0
.2

5
0
  

36 Laporan 

  
4
1
0
.5

2
2
.7

5
0
  

    

        

2 16 01 2.0

8 

04 Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah laporan 

layanan 

kebersihan dan 

keamanan 

kantor 

12 laporan 12 laporan 

  
  

9
0
9
.4

9
5
.0

4
8
  

12 laporan 

 1
.0

0
0
.4

4
4
.5

5
3
  

36 Laporan 

 2
.7

3
6
.7

5
3
.2

8
1
  

    

        

2 16 01 2.0
9 

  Kegiatan 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah sub 
Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

3 Sub 

Kegiatan 

3 Sub 

Kegiatan 

  
  
1
.4

6
9
.9

0
1
.2

6
8
  

3 Sub 

Kegiatan 

  
  
1
.6

1
6
.8

9
1
.3

9
5
  

3 Sub 

Kegiatan 

  
  
4
.4

2
3
.0

6
6
.5

4
3
  

    

        

2 16 01 2.0

9 

02 Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 Jumlah 

Kendaraan 

dinas 
operasional atau 

lapangan yang 

dipelihara dan 

dibayarkan 

pajak dan 

perijinannya  

28 Unit 28 Unit 

 1
.0

9
6
.9

5
9
.7

4
3
  

28 Unit 

 1
.2

0
6
.6

5
5
.7

1
7
  

28 Unit 

 3
.3

0
0
.8

5
1
.5

9
0
  

    

        

2 16 01 2.0

9 

06 Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 

peralatan dan 

mesin lainnya 

yang dipelihara 

12 laporan 12 laporan   
 

1
3
0
.9

4
1
.5

2
5
  

12 laporan   
 

1
4
4
.0

3
5
.6

7
8
  

36 Laporan   
 

3
9
4
.0

1
4
.9

5
3
  

    

        

2 16 01 2.0
9 

09 Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

bangunan lainnya 

Jumlah gedung 
kantor dan 

bangunan 

lainnya yang 

dipelihara/direh

abilitasi 

1 Unit 1 Unit   
  

  
  

 

2
4
2
.0

0
0
.0

0
0
  

1 Unit   
  

  
  

 

2
6
6
.2

0
0
.0

0
0
  

3 unit   
  

  
  

 

7
2
8
.2

0
0
.0

0
0
  

    

 
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Tabel 6.3 

 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung 

(Sebelum Perubahan) 

 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 

Prioritas Pembangunan  

Indikator 

Kinerja Program 

(outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPD 

(2023) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPD 

Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. 

1 2 3 4 
                                          

5  
6 

                                        

7  
8 

                                        

9  
10 11 

Urusan Komunikasi dan 

Informatika 
  

                  

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan 

Layanan 

Administrasi, 

sarana dan 

prasarana 

Perkantoran  

                     

100  

            

100  

        

16.402.941.163  

          

100  

     

18.043.235.279  

            

100  

      

19.847.558.807  
100% 

       

54.293.735.250  

Program Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Layanan 

Informasi 

 2,2   2,4 

           

8.628.679.516  

 2,4  

        

9.491.547.468  

 2,4  

      

10.440.702.214  

 2,4  

       

28.560.929.198  
  Cakupan 

pengaduan 

masyarakat 

melalui LAPOR 

yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 
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  Nilai Penerapan 

SPBE layanan 

informasi 

masyarakat 

melalui radio 

                       

0,4  
 0,4 

               

970.224.310  

 0,4 

        

1.067.246.741  

 0,4  

         

1.173.971.415  

 0,4  

          

3.211.442.466    Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) Radio 

Sonata 

 88,33  
       

88,40  

     

88,50  

       

88,60 

       

88,60 

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika 

Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Aplikasi   41,90 
       

36,00  
           

1.405.487.072  

     

37,00  

        

1.546.035.779  

       

38,00  

         

1.700.639.357  

       

38,00 

          

4.652.162.208  

  Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Perencanaan, 

Eveluasi dan 

Pengembangan 

25,70 
       

20,30  
               

623.752.800  

     

22,50  

             

686.128.080  

       

22,80  

             

754.740.888  

       

22,80  

          

2.064.621.768  

  Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Infrastruktur 
5,8  4,50          

26.375.478.696  
 4,50  

     

29.013.026.566  

           

4,80 

      

31.914.329.222  

           

4,80 

       

87.302.834.484  

Urusan Statistik 
                  

Program Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Nilai Penerapan 

SPBE lingkup 

Data dan 

Statistik 

3,90 3,30 
               

903.097.030  
3,30 

             

993.406.733  
3,60 

         

1.092.747.406  
3,60 

          

2.989.251.169  

Urusan Persandian 
                  

Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

Nilai Penerapan 

SPBE Lingkup 

Persandian                        

1,80  

             

1,2  

               

105.700.000  

           

1,2  

             

116.270.000  

             

1,2  

             

127.897.000  

             

1,2  

               

349.867.000  

JUMLAH       
        

55.415.360.587  
  

     

60.956.896.646  
  

      

67.052.586.310  
  

    

183.424.843.543  

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Tabel 6.4 

 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandung 

(Setelah Perubahan) 

 

Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 

Prioritas Pembangunan  

Indikator Kinerja Program (outcome) 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

RPD 

(2024) 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPD 

Target  Rp. Target  Rp. Target  Rp. 

1 2 3 6 
                                        

7  
8 

                                        

9  
10 11 

Urusan Komunikasi dan Informatika 
  

              

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Layanan Administrasi, sarana dan 

prasarana Perkantoran                       

100  

          

100  

      

26.076.614.311  

 

            

100  

       

28.684.275.742  

 

100% 

       

28.684.275.742  

 

Program Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan 

Informasi 3,0  3,0 
        

9.491.547.468  

 3,0 
      

10.440.702.214  

 3,0 
      

10.440.702.214  
  Cakupan pengaduan masyarakat melalui 

LAPOR yang ditindaklanjuti 
98,33% 100% 100% 100% 

  Nilai Penerapan SPBE layanan informasi 

masyarakat melalui radio 
                       

0,4  
 0,4 

        

1.067.246.741  

 0,4  

         

1.173.971.415  

 0,4  

         

1.173.971.415  
  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Radio Sonata 
 88,51 

     

88,50  

       

88,60 
       88,60 

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika 

Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi  

10,00 
     

10,00  

        

1.546.035.779  

       

10,00   

         

1.700.639.357  
10,00 

         

1.700.639.357  
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  Nilai Penerapan SPBE lingkup 

Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan 15,70 
     

16,20  

             

686.128.080  
     16,20  

             

754.740.888  
     16,20  

             

754.740.888  

  Nilai Penerapan SPBE lingkup 

Infrastruktur 10,00  10,00  
     

29.013.026.566  
 10,00  

      

31.914.329.222  
 10,00  

      

31.914.329.222  

Urusan Statistik 
              

Program Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan 

Statistik 5,80 5,80 
             

993.406.733  
5,80 

         

1.092.747.406  
5,80 

         

1.092.747.406  

Urusan Persandian               

Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian 

                       

1,80 

           

3,70  

             

116.270.000  

             

3,70 

             

127.897.000  

             

3,70 

             

127.897.000  

JUMLAH       
     

68.990.275.678  
  

      

75.889.303.244  
  

      

75.889.303.244  

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 



 
 

Rencana Strategis 2024-2026_Perubahan   71 
 

 

BAB VII 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 

 

 

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Diskominfo Kota Bandung 

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 

Tahun 2024 - 2026, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan 

Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan 

Renstra, artinya indikator kinerja Diskominfo Kota Bandung harus 

diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan 

Diskominfo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPD.  

 

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka 

pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, Diskominfo berkontribusi 

untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPD Tahun 2024- 2026 sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rencana Strategis 2024-2026_Perubahan   72 
 

 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 

 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

Kinerja 

pada awal 

Periode 

RPJMD 

(2023) 

TARGET KINERJA SASARAN  

PADA TAHUN  
 

2024 2025 2026 

(1) (3) (4) 
 

(5) 
(8) (9) (10) 

1 

Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

berbasis e-

government 

 

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

 

 

3,35 
Sangat Baik 

(3,50) 

Sangat Baik 

(3,70) 
Sangat Baik (4,00) 

2 

 

Meningkatnya 

Kinerja dan 

Pelayanan 

Diskominfo 

 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat PD 
88,31 88,40 88,50 88,60 

 
   Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Sejalan dengan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah 

berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,   Program-program yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika  telah ditetapkan  sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan sesuai 

dengan urusan dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut; 

 

 

Tabel 7.2 

Aspek dan Indikator Menurut Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah   

 

No Aspek Bidang Urusan/indikator Satuan Baseline 2018 
Capaian 

Tahun 2019 
Capaian 

Tahun 2020 
Capaian 

Tahun 2021 
Capaian 

Tahun 2022 
Capaian 

Tahun 2023 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 

1 
ASPEK 
PELAYANAN 
UMUM 

10. Komunikasi dan 
Informatika 

              

    

Cakupan pengembangan 
dan pemberdayaan 
Kelompok Informasi 
Masyarakat (KIM) di 
tingkat Kecamatan 

% 100 100 100 100 100 100 

    
Cakupan Layanan 
Telekomunikasi 

% 80 
82.00 84.00 88.00 90.00 95.00 

    
Prosentase penduduk 
yang menggunakan 
HP/telephon 

% 
 
 

85,16 86.76 88.49 90.20 92.05 93.89 
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Proporsi rumah tangga 
dengan akses internet 

% 

 
 
 

94,27 94.46 94.65 94.84 95.03 95.22 

    
Proporsi rumah tangga 
yang memiliki komputer 
pribadi 

% 
 

26,99 
25.59 24.19 22.79 21.39 20 

2 
ASPEK 
PELAYANAN 
UMUM 

14. Statistik          

    
Tersedianya sistem data 
dan statistik yang 
terintegrasi  

ada/tidak ada ada ada ada ada ada 

  
Data Basis 
Pembangunan Daerah ada/tidak ada ada ada ada ada ada 

3 

ASPEK 
PELAYANAN 
UMUM 

15 Persandian 
         

    

Prosentase Perangkat 
daerah yang telah 
menggunakan sandi 
dalam komunikasi 
Perangkat daerah 

% 33,33 46,87 62,50 78,12 93,75 100% 
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BAB VIII 
 

PENUTUP 
  

 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang dalam 

pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan 

dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran 

Diskominfo dapat menunjukan kinerja yang memuaskan dan 

meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo  Kota Bandung 

merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah. 

 

   Dengan telah tersusunnya renstra ini maka Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Bandung harus segera melakukan Peningkatan 

standard kompetensi SDM sesuai dengan bidangnya; Pelayanan berbasis  

Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK yang terintegrasi; Peningkatan 

pelayanan informasi melalui open data; Mendorong tim pengembangan 

smart city untuk lebih aktif dan Peningkatan layanan open data. 

 

  Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga 

dalam pelayanan kepada masyarakat harus memberikan; Peningkatan 

penyebaran interkoneksi dan wifi fasos/fasum; Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik melalui internet dan 

jaringan; Peningkatkan pelayanan keterbukaan informasi kepada 

masyarakat melalui  kelompok masyarakat, PPID dan media lainnya; 

Pemanfaatan layanan pengaduan Online LAPOR; Pemanfaatan BCC 

sebagai kebijakan pimpinan, karena Dinas Komunikasi dan Informatika 

merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung  dengan 

senantiasa menyediakan sarana dan prasarana informatika yang 

dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal,  regional dan nasional 
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juga sebagai dinas yang menjalin komunikasi timbak balik yang 

seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada. 

 

Adanya Renstra Perubahan 2024-2026 Dinas Komunikasi dan 

Informatika, diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta 

hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

          Bandung,   21 Januari 2025 
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